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5.1 Kesimpulan 

BAB V 

PENUTUP 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah penulis lakukan 

terhadap Perlindungan Hukum Dalam Tindakan Bela Paksa Perspektif Hukum 

Tata Negara dan Siyasah Tanfiziyah pada kasus Hogi Minaya, dapat diambil 

kesimpulan. 

Penetapan status tersangka terhadap korban tindakan bela paksa pada 

tahap awal penyidikan, secara jelas mengoknfirmasi adanya disorientasi 

paradigmatik, ketidaksesuaian dalam landasan penegakan hukum memfonis 

bahwa tindakan ini pidana, yakni dominasi pendekatan legisme formalistik yang 

mengesampingkan nilai keadilan substantive yang mengkedepankan pada isi 

tujuan, hasil, dan nilai keadilan yang nyata. Penetapan tersangka yang berfokus 

secara mekanis, pada akibat seperti timbulnya penyerang tanpa menguji secara 

komprehensif yang bermakna menyeluruh, mencakupi aspek secara utuh tidak 

terpecah atau terlewatkan yang seharusnya itu adalah bagian yang pentingnya. 

Hubungan kausalitas (causaliteit)serta kondisi keterpaksaan (bela paksa). 

secara mendasar bertentangan dengan prinsip negara hukum yang 

berkeadilan sebagaimana diamanatkan Pasal 1 Ayat (3) dan Pasal 28D Ayat (1) 

UUD 1945. Penegakan hukum yang hanya mengejar kepastian bentuk tanpa 

memperhatikan dinamika fakta di lapangan, pada hakikatnya telah mencederai 

ratio legis yakni, alasan, maksud, dan tujuan lahirnya suatu aturan dalam 

pembentukan hukum itu sendiri, sehingga tindakan penegak hukum tersebut 

terdistorsi yang sesuatu kenyataan lalu berubah menjadi bentuk kriminalisasi 

atas hak pertahanan diri. 

Dalam perspektif Hukum Tata Negara dan Siyasah Tanfiziyah, hak 

pembelaan diri (bela paksa) merupakan hak konstitusional primer sekaligus hak 
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asasi universal yang secara normative yang terikat pada konsensus hubungan 

antara negara dan warga negara. Ketika negara melalui aparat penegak hukum 

absen atau gagal menghadirkan perlindungan seketika di lokasi terjadinya 

ancaman, maka penggunaan kekuatan oleh negara secara mendasar mengalami 

penangguhan sementara. Dalam kondisi kekosongan hukum tersebut, hak 

subjektif warga negara untuk mempertahankan jiwa, kehormatan, dan hartanya 

secara otomatis aktif kembali. 

Secara teoritis, konstruksi perlindungan hukum bagi warga negara yang 

melakukan pembelaan diri bertumpuh pada tiga pilar argumentasi yang saling 

menguatkan. Pertama, pilar konstitusionalitas yang bersumber dari jaminan Pasal 

28G Ayat (1) UUD 1945 atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan, 

di mana pertahanan diri merupakan derivasi dari hak mempertahankan hidup. 

Kedua, pilar pidana melalui aspek bela paksa sebagaimana diatur dalam 

Pasal 49 KUHP Lama dan dipertegas Pasal 34 Tahun 2023 KUHP Baru, yang secara 

tegas menghapuskan sifat melawan hukum materil dari tindakan korban. 

Ketiga, pilar Siyasah Tanfiziyah yang berakar pada doktrin daf‘al-ṣa’il 

(penolakan atas agresi yang zalim) untuk mengaktualisasikan Maqaṣid al-

Shari‘ah, khususnya pemeliharaan jiwa (ḥifẓ al-nafs) dan harta (ḥifẓ al-mal), 

sebagai standar normatif dalam menilai legalitas tindakan pertahanan diri. 

Sebagai konsekuensi yuridis, perpaduan antara hukum konstitusi nasional 

dan prinsip Siyasah Tanfiziyah menuntut reorientasi rasionalitas penegak hukum 

dari sekadar penafsiran tekstual menuju penafsiran teologis-teleologis yang 

berorientasi pada kemaslahatan publik. Penegak hukum terikat oleh kaidah fikih 

Siyasah Taṣarruf al-ima ‘ala al-ra‘iyyah manuṭun bi al-maṣlaḥah menjadi landasan 

bahwa negara tidak boleh membatasi hak rakyat tanpa alasan yang jelas dan 

maslahat, di mana setiap diskresi dan keputusan hukum yang diambil wajib 

mendatangkan keadilan kontekstual, bukan penderitaan sekunder bagi korban 

kejahatan. Pengujian unsur pembelaan terpaksa secara obyektif, proporsional, 
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dan komprehensif sejak tahapan paling awal pemeriksaan merupakan syarat 

mutlak agar negara tidak kehilangan legitimasi moralnya dalam mengayomi dan 

melindungi hak-hak mendasar warga negara. 

Penjelasan yang telah dipaparkan, bukan hanya sekedar argument kosong 

tetapi telah terbukti dengan adanya keberlanjutan kasus terhadap Hogi minaya 

melalui pemberitaan media kompas dan tempo serta media pendukung, 

mengenai penghentian penuntutan melalui penerbitan Surat Ketetapan 

Penghentian Penuntutan (SKP2) oleh Kejaksaan dengan Pasal 65 huruf m 

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang KUHAP serta alasan pembenar 

dalam Pasal 34 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP Baru, sehinga 

ini menjadi titik yang harus diperhatikan untuk kedepannya, langkah penegak 

hukum pada hal ini merupakan wujud legal yang sah demi memulihkan tatanan 

keadilan dan memberikan kepastian hukum yang adil bagi korban yang berada 

dalam kondisi kekosongan hukum tersebut. 

5.2 Saran 

Guna mencegah berulangnya fenomena salah kaprah oleh penegakan 

hukum dan kriminalisasi terhadap warga negara yang terpaksa membela diri dari 

aksi kejahatan yang secara fakta sebagai korban. Kepolisian Negara Republik 

Indonesia dan penegak hukum disarankan untuk segera merumuskan pedoman 

atau petunjuk teknis penyidikan khusus terkait penanganan kasus yang 

mengindikasikan adanya bela paksa yang lebih secara jelas. 

1. Penyidik di lapangan perlu dilatih agar tidak hanya menggunakan 

pendekatan mekanis yang berfokus pada akibat akhir suatu peristiwa 

pidana, melainkan secara aktif menguji unsur proporsionalitas, 

subsidiaritas, dan situasi darurat sejak awal proses pemeriksaan saksi 

maupun pelapor. Diskresi hukum serta nurani keadilan hendaknya 

dioptimalkan untuk menghentikan perkara sejak tingkat penyidikan melalui 

penerbitan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3), sehingga korban 
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tidak perlu melewati proses hukum yang panjang dan melelahkan hanya 

untuk memperjuangkan hak dasarnya yang sah. 

2. Selanjutnya, Kejaksaan Republik Indonesia diharapkan terus memperkuat 

komitmen penegakan keadilan substantif dengan menjadikan instrumen 

penghentian penuntutan seperti Surat Ketetapan Penghentian Penuntutan 

(SKP2) sebagai mekanisme koreksi yuridis yang proaktif dan responsif. 

Penuntut umum hendaknya menggunakan wewenang kejaksaan sebagai 

pengendali perkara untuk secara cermat memilah antara tindakan kriminal 

murni dan upaya pertahanan diri warga negara yang lahir akibat ketiadaan 

perlindungan langsung dari negara. Di samping itu, penerapan status 

penahanan maupun alat pemantau elektronik terhadap korban pembelaan 

diri hendaknya dievaluasi secara humanis agar tidak menimbulkan 

penderitaan sekunder serta beban psikologis yang mendalam bagi korban 

beserta keluarganya. 

Pada tingkat kebijakan normatif, Lembaga Pembentuk Undang-Undang, 

dalam hal ini DPR bersama Pemerintah, perlu mempertimbangkan adanya 

harmonisasi dan penegasan aturan dalam pembaharuan hukum acara 

pidana nasional terkait imunitas hukum bagi warga negara yang membela 

diri. Formulasi regulasi di masa depan hendaknya memberikan batas 

perlindungan yang eksplisit agar wewenang penggunaan kekuatan oleh 

negara tidak mengabaikan kenyataan bahwa perlindungan aparat keaman 

tidak selalu hadir seketika di ruang publik. Penegasan hak imunitas ini 

sangat krusial untuk memperjelas batas tanggung jawab negara sekaligus 

memberikan rasa aman dan kepastian hukum yang adil bagi setiap warga 

negara yang berupaya mempertahankan jiwa, kehormatan, serta hartanya. 

Berdasarkan hasil analisis, kesimpulan, serta pembahasan mengenai 

perlindungan hak dalam tindakan bela paksa (noodweer) perspektif Hukum 

Tata Negara dan Siyasah Tanfiziyah pada kasus Hogi Minaya. 
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peneliti mengajukan beberapa saran dan rekomendasi konstruktif yang 

ditujukan kepada Aparat penegak hukum, khususnya institusi Kepolisian 

Republik Indonesia dan Kejaksaan Republik Indonesia, disarankan untuk 

secara proaktif dan responsif mengimplementasikan instrumen keadilan 

Restoratif (restorative justice) melalui Peraturan Kepolisian No. 8 Tahun 

2021 dan Peraturan Kejaksaan No. 15 Tahun 2020 sejak tahap penyelidikan 

awal. Pada kasus yang melibatkan tindakan pembelaan diri (bela paksa). 

Penyidik hendaknya tidak lagi bersikap formalistik legistik dengan terburu-

buru menetapkan korban sebagai tersangka maupun melakukan 

penahanan, melainkan menjadikan prinsip keadilan restoratif sebagai filter 

hukum utama untuk menilai terpenuhinya hak-hak konstitusional warga 

negara sebagaimana dijamin dalam Pasal 28G Ayat (1) UUD 1945 serta 

doktrin kemaslahatan publik dalam Siyasah Tanfiziyah. Integrasi 

pendekatan pemulihan ini sejak dini sangat krusial agar penghentian 

perkara pidana (SKP2) dapat terwujud sebagai bentuk kepastian hukum 

yang mandiri dan cepat, tanpa harus bergantung pada dinamika intervensi 

politik, ekskalasi tekanan publik, maupun diskresi tingkat atas, sehingga 

mencegah terjadinya kesalahan proses penegakan hukum (miscarriage of 

justice) terhadap warga negara yang mempertahankan haknya. 

3. Terakhir, bagi masyarakat luas, dengan hasil penelitian ini diharapkan dapat 

menumbuhkan kesadaran hukum yang rasional serta kehati-hatian yang 

terukur dalam merespons ancaman kejahatan di lingkungan sekitar. 

Keberanian warga negara dalam menjaga keselamatan diri, keluarga, dan 

ketertiban umum merupakan wujud kepedulian sosial yang patut dihargai, 

namun tindakan pembelaan tersebut harus tetap memperhatikan batas-

batas proporsionalitas sebagaimana diatur dalam konstitusi maupun kaidah 

Siyasah Tanfiziyah. 
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